Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

.a.

NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG

PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan,
pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan
pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat
untuk menjamin  kepastian hukum serta terpeliharanya
keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan;

bahwa kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral
logam, bukan logam, batuan dan batubara, tersebar di wilayah
Kabupaten Ketapang dan pelaksanaannya perlu diusahakan
untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan
pembangunan ekonomi lokal;

bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan rakyat
merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi
sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan
rakyat tanpa izin di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang,
maka perlu dilakukan pengaturan sedini mungkin untuk
mengurangi dan menanggulangi dampak negatif terhadap
kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam berusaha;

bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
maka perlu pemberian izin pertambangan rakyat oleh
Pemerintah Kabupaten Ketapang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ljin
Pertambangan Rakyat diatur dengan peraturan daerah;



Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 5059, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 24 Tahun 2009
tentang Panduan Penilaian analisis mengenai dampak
lingkungan hidup;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002
Nomor 84 );



19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pertambangan
Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2004 Nomor 78);

20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN
RAKYAT.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

No o

10.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten Ketapang

Bupati adalah Bupati Ketapang

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pertambangan mineral dan batubara.

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang
memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang
nasional.

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah
bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.



11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Unit kerja adalah dinas yang berwenang menangani bidang pertambangan.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat
fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan
memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan
mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan
dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil
pertambangan mineral atau batubara.

Endapan Teras adalah endapan sedimentasi disepanjang pinggir sungai yang
membentuk teras atau undakan sungai, berasal dari proses sedimentasi sungai
aktif saat ini ataupun endapan masa lampau.

Endapan Sungai Purba adalah endapan dari hasil proses sedimentasi sungai
pada masa lampau dan saat ini bukan merupakan alur sungai aktif.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi
pertambangan atau wilayah pertambangan.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan
dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah
kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan
alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik
tingkat kehidupannya.

Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Unit kerja dalam Dinas
Pertambangan dan Energi yang menangani bidang pertambangan Kabupaten
Ketapang yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat dengan PPNS
adalah aparat pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB Il
KEWENANGAN
Pasal 2

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan rakyat,
antara lain:

a.
b.

C.

pembuatan peraturan perundang-undangan daerabh;
penetapan WPR,;

pemberian IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasan usaha pertambangan rakyat di wilayah kabupaten dan/atau
wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

melakukan pembinaan IPR yang meliputi pengusahaan, permodalan,
pemasaran dan tatacara pelaporan;

membimbing usaha pertambangan rakyat dalam hal teknis penambangan,
keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta
reklamasi pasca tambang;

melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan usaha
pertambangan rakyat yang meliputi teknik penambangan,
pengolahan/pemurnian, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) serta lingkungan dan reklamasi pasca tambang;

penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam
rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara untuk
mengembangkan WPR;

pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta
informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;

pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha
pertambangan rakyat secara optimal,

penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat serta informasi hasil
produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan
gubernur;

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 3

Kegiatan dan/atau usaha pertambangan rakyat dengan suatu IPR dilaksanakan
dalam suatu WPR.

Pasal 4

Kriteria untuk menetapkan WPR sebagai berikut:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di
antara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling
tinggi 25 (dua puluh lima) meter;

Qo

merupakan endapan teras, dataran banijir, dan endapan sungai purba;
luas wilayah pertambangan rakyat paling tinggi 25 (dua puluh lima) hektare;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;



(1)

)

®3)

(4)

(1)

(2)

merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan
paling singkat 15 (lima belas) tahun;

tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah
Pencadangan Negara (WPN); dan

merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata
ruang.

Pasal 5

Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh
bupati, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi
dengan DPRD.

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan
pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah
Provinsi.

Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memperoleh pertimbangan dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 6

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati
berkewajiban melakukan pengumuman dan sosialisasi mengenai rencana WPR
kepada masyarakat secara terbuka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dan sosialisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan berdasarkan
pendataan oleh Pemerintah Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai WPR
diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

(1)

)

Pasal 8

Guna penetapan WPR oleh bupati harus dilengkapi berkas yang diusulkan oleh

Kepala Desa dan Camat, yang terdiri dari :

a. surat usulan mengenai WPR dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;

b. sketsa/gambar lokasi WPR yang dimaksud;

c. pernyataan tentang penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha
pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat;

d. penjelasan tentang peralatan yang digunakan untuk menambang.

Terhadap berkas yang diusulkan oleh Kepala Desa dan Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menangani bidang

pertambangan melengkapi berkas tersebut berupa :

a. historis pengusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat
setempat;



b. data endapan bahan galian yang terdapat pada WPR yang diusulkan untuk
dinilai secara teknis dan ekonomi potensinya, apakah layak diusahakan
secara pertambangan rakyat;

c. penjelasan tentang potensi dan jenis bahan galian.

Pasal 9

Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi usaha pertambangan yang sah
di sekitar WPR.

(1)

(2)

(1)

(2)

1)

)

Pasal 10

Usaha pertambangan rakyat dilarang pada :

a. wilayah suaka alam, hutan wisata dan hutan lindung;

b. wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan, sekitar
lapangan-lapangan dan bangunan pertahanan;

C. situs sejarah, cagar budaya dan tempat-tempat fasilitas umum;

d. tempat-tempat pekerjaan wilayah usaha pertambangan, wilayah usaha
pertambangan khusus, kecuali atas permintaan pemerintah dan izin dari
pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus;

e. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah
pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan dan/atau izin
dari lingkungan sekitarnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat pada suatu lokasi yang telah
berjalan secara tradisi, berdasarkan pendataan dan kenyataan wajib
diinventarisasi dan kemudian di daftarkan oleh unit kerja yang menangani
bidang pertambangan, untuk ditetapkan sebagai WPR.

Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemudian setelah adanya kegiatan
usaha pertambangan berdasarkan izin usaha pertambangan/izin usaha
pertambangan khusus yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari
pemilik izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus adalah tidak
sah dan digolongkan sebagai pertambangan liar dan harus dihentikan.

Pasal 12

Camat mendaftarkan lokasi kegiatan pertambangan rakyat yang ada di dalam
lingkungan wilayahnya kepada Bupati melalui unit kerja yang menangani bidang
pertambangan.

Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja
yang menangani bidang pertambangan wajib segera melaksanakan pemetaan
dan melakukan survey potensi, pematokan dan pemberian tanda batas
sementara WPR dan melaporkan kepada Bupati.



®3)

(4)

1)

)
®3)
(4)

(1)

)

Terhadap usulan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
evaluasi dengan membuat suatu pertimbangan teknis dengan memperhatikan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 oleh unit kerja yang
menangani bidang pertambangan untuk memperoleh persetujuan penetapan
WPR oleh Bupati.

Terhadap usulan WPR yang telah disetujui oleh Bupati, dikonsultasikan dengan
DPRD untuk ditetapkan sebagai WPR, kemudian dikukuhkan melalui Keputusan
Bupati tentang penetapan WPR dan dilengkapi dengan peta situasi yang
menunjukkan batas-batasnya secara jelas.

BAB IV
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 13

IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh
penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat
dan/atau koperasi.

IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati.
Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), areal/wilayahnya harus diberi tanda
batas yang jelas serta dipetakan oleh unit kerja yang menangani bidang
pertambangan.

Pasal 14

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan, jika telah
mendapatkan IPR dari Bupati.

IPR dapat diberikan terutama kepada :

a. Koperasi yang ada di sekitar WPR,;

b. Kelompok usaha pertambangan rakyat, minimal 1 (satu) kelompok untuk 10
(sepuluh) orang, yang merupakan penduduk dan bertempat tinggal di sekitar
wilayah pertambangan rakyat;

c. Perorangan warga negara indonesia yang merupakan penduduk dan
bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan rakyat.

Pasal 15

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dikelompokkan sebagai berikut:

a.

b.
c.
d.

pertambangan mineral logam;
pertambangan mineral bukan logam;
pertambangan batuan; dan/atau
pertambangan batubara.

Pasal 16

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

a.
b.
c.

perseorangan paling tinggi 1 (satu) hektare;
kelompok masyarakat paling tinggi 5 (lima) hektare; dan/atau
koperasi paling tinggi 10 (sepuluh) hektare.



(1)

)

®3)

(4)

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 17

Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
pemohon harus memenuhi:

a. persyaratan administratif;

b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan finansial.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
permohonan baru:
a. orang perseorangan, paling rendah meliputi :

1.

surat permohonan;

2. kartu tanda penduduk;
3.
4. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat terutama

komoditas tambang yang dimohon; dan

mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang
dimohon (lembar asli).

b. kelompok masyarakat, paling rendah meliputi:

1.

surat permohonan;

2. komoditas tambang yang dimohon;
3.
4. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat mengenai

daftar pengurus dan anggota kelompok; dan

status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon
(lembar asli);

c. Koperasi setempat atau di sekitar WPR, paling rendah meliputi:

1.
2.
3.

surat permohonan;

nomor pokok wajib pajak;

akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang;

4. komoditas tambang yang dimohon;
5.
6. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat terutama

daftar pengurus dan anggota koperasi; dan

mengenai status koperasi dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon
(lembar asli).

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat

pernyataan yang memuat paling rendah mengenai:

a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan
jumlah tenaga paling tinggi 25 (dua pulu lima) horse power untuk 1 (satu)
IPR; dan

c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ berupa
laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi
koperasi setempat atau di sekitar WPR.



Pasal 18

(1) Persyaratan untuk permohonan perpanjangan IPR selain harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), juga melampirkan paling sedikit:
a. surat permohonan;
b. peta wilayah beserta koordinatnya atau sketsa wilayah dengan menunjukkan
batas-batas yang jelas;
c. laporan lengkap pelaksanaan penambangan yang telah dilakukan; dan
d. bukti lunas iuran tetap, penggunaan mesin, iuran produksi serta iuran-iuran
lain yang ditetapkan sesuai ketentuan tahun sebelumnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19
Jika permohonan diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kemudian
dilakukan :
a. penelitian berkas berdasarkan peta serta berkoordinasi dengan instansi terkait

apakah terjadi tumpang tindih dengan peruntukan lainnya.

peninjauan ke lokasi yang dimohon oleh pejabat/petugas dari unit kerja
menangani bidang perizinan pertambangan untuk melakukan pengecekan
keadaan di lapangan meliputi kesesuaian lokasi peruntukan kegiatan usaha
pertambangan rakyat dengan persyaratan teknis yang ditetapkan meliputi
potensi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 20

Setelah seluruh persyaratan dilengkapi pemohon dan telah dilakukan penelitian pada
peta, koordinasi dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, unit kerja
menangani perizinan pertambangan menyampaikan pertimbangan teknis kepada
Bupati dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja permohonan IPR harus mendapat
keputusan disetujui atau ditolak oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan

untuk itu.
BAB VI
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 21
(1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

)

diperpanjang jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan deposit bahan

tambang yang dikelola masih tersedia dan tidak merusak / mengganggu

kelestarian lingkungan.

IPR berakhir apabila :

a. sudah habis waktunya dan izinnya tidak diperpanjang lagi;
b. dikembalikan oleh pemiliknya; dan

c. dicabutizinnya.



®3)

(4)

(1)

)

1)

IPR dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :

a. kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan
keselamatan rakyat setempat;

b. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;

c. tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang
telah ditetapkan sesuai peraturan;

d. untuk kepentingan negara.

Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3)
dilakukan oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22

Pemegang IPR berhak:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerabh;

b. mendapat fasilitas permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan di dalam
wilayah IPR yang bersangkutan;

d. memiliki bahan galian yang tertera di dalam IPR setelah membayar iuran
produksi kepada pemerintah daerah;

e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah
ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar iuran
produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang
ditentukan; dan

f. memperpanjang IPR yang telah berakhir pada lokasi areal IPR-nya apabila
potensi/deposit bahan galian masih tersedia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkutan dan
penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan penambangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah IPR
diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi
standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan jaminan reklamasi dan pasca
tambang;

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat
secara berkala kepada bupati;



(2)

®3)

f. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan
ketentuan  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mengikuti petunjuk teknis dari instansi berwenang;

g. mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan
kemampuannya;

h. Melakukan reklamasi;

i. mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang
dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;

j. pemulihan kelestarian / penyelamatan dan pencegahan erosi yang
menyebabkan pengendapan saluran / dasar sungai serta menjaga sumber-
sumber air; dan

k. mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada di
atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun di
luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan
dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat ataupun tidak
dapat diketahui terlebih dahulu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat
dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atas dasar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dicapai kesepakatan maka
diselesaikan melalui pengadilan

Pasal 24

Pemegang IPR dilarang :

a.

b.
c.

membuat kedalaman sumur atau terowongan melebihi dari 25 (dua puluh lima)
meter;

menggunakan alat berat dan atau bahan peledak;

menggunakan peralatan pompa mekanik dengan jumlah tenaga melebihi 25
(dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;

memindahtangankan IPR tanpa persetujuan Bupati; dan

menghalang-halangi penelitian ataupun kegiatan pertambangan yang dilakukan
oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada WUP di sekitar WPR dan
Izin usaha Pertambangan Khusus (IlUPK).

Pasal 25

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pemegang IPR dalam
melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 24.



BAB VI

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT

(1)
(2)

®3)

Pasal 26

Hak atas WPR, tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Kegiatan usaha pertambangan rakyat tidak dapat dilaksanakan pada tempat
yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

1)

)

®3)

(4)

(1)

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 28

Pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan,
teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha
meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada
usaha pertambangan rakyat yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. reklamasi dan pascatambang.

Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan
usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan
secara berkala kepada menteri dan gubernur.

Pasal 29

Bupati sesuai dengan kewenangannya Dbertanggung jawab melakukan
pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan
oleh pemegang IPR.



)

(1)

(2)

®3)

(4)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha
pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan
batubara.

Pasal 30

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang
IPR.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:

teknis pertambangan;

pemasaran;

keuangan;

pengolahan data mineral dan batubara;

konservasi sumber daya mineral dan batubara,

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

keselamatan operasi pertambangan,;

pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan

rancang bangun dalam negeri;

j.  pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang
menyangkut kepentingan umum;

n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

TS@Tmoa0oTw

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, dan huruf | dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah kabupaten belum mempunyai inspektur tabang, Menteri
menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31

Bupati memberi teguran dan pencabutan kepada Pemegang IPR jika dalam
pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan
Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat
Pasal 33

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha

pertambangan rakyat berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan
kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat
pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan.

Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 34

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran Ilaporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar
dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana
kegiatan usaha pertambangan;

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha
pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana;

f.  menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan.



Pasal 35

(1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat menangkap pelaku tindak
pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai
penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya
dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwvanya bukan merupakan
tindak pidana.

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif
kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
c. pencabutan IPR.

Pasal 37

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IPR diselesaikan melalui
pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 38

Segala akibat hukum vyang timbul karena penghentian sementara dan/atau
pencabutan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan huruf c
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.



Pasal 40

Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dengan tidak benar atau menyampaikan
keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 41

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh
suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana
denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan
maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa :
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 42

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 kepada
pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 43

Setiap orang yang mengeluarkan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua)
tahun penajara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara.

BAB XIlI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IPR yang berkaitan dengan
dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan mengatur hal
yang sama dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pertambangan
Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 78)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI KETAPANG,
ttd.
HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd.
F. SUNGKALANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. Sungkalang



